BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

'NOMOR : ¢0p . (6.7 /124 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
ketertiban pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan
koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah, perlu membentuk Tim Teknis
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Berita Nega Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 316);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
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12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);

14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 297);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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Tugas dan kewenangan Tim  Teknis Perizinan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan
rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan;

b. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan notifikasi
secara administratif perizinan; dan

c. membuat Berita Acara Tim Teknis Perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA, Tim Teknis bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januan 2024

(> BupATISUKOHARJO, £

/ETIKS RYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth :
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;
Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : £00:16-7 /124 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah 1 Memberikan nasehat
dan arahan terkait
pelaksanaan kegiatan.
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah 2 Memberikan nasehat
dan arahan terkait
pelaksanaan kegiatan.
3. | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan | Penanggung Bertanggung jawab
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu | jawab terhadap seluruh
Kabupaten Sukoharjo kegiatan
4. | NANANG SYARIFUDIN, SH, MH Ketua Bertanggung jawab atas
NIP. 19741016 199311 1 002 pelaksanaan kegiatan
Penata Perizinan Ahli Madya pada
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
S. | DWI SUSILORINI, ST Sekretaris Bertanggung jawab di
NIP. 19750426 200801 2 005 bidang kesekretariatan
Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
6. | Muhammad Nur Wahyudi, S.Si. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19781017 200604 1 002 sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Penataan dan
Pemberdayaan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
7. | WANTO, S. Sos Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19740724 199703 1 003 sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Perindustrian pada
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo
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YUSTINA ATI HIMAWANINGSIH,
S.Sos, M.H.

NIP. 19720731 199101 2 001

Penata Perizinan Ahli Madya pada
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

DWI WAHYUNI, SH

NIP. 19820620 200903 2 006

Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

10.

SARI AGUNG NUGROHO, ST

NIP. 19741205 200501 1 008
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli
Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

11.

SETYO BUDI WASITO, ST.

NIP. 19720617 200701 1 015

Teknik Tata Bangunan Ahli Muda
pada Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

12,

KENIDA AJENG SETIYANING, ST.
NIP. 19920109 201902 2 005
Penata Ruang Ahli Pertama pada
Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

13,

SUYANTO, S.Farm, Apt

NIP. 19850216 201101 1 006
Apoteker Ahli Muda pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

14.

ROHMI SETYANI, SKM

NIP. 19670412 199102 2 002
Administrator Kesehatan Ahli Muda
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

15.

RAHMAWATI HAPPY PRATISTA,
A.Md.KL

NIP. 19960801 201902 2 003
Sanitarian Terampil pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya
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DRA. SITI FATMAH AWALUDIN,
M.Hum

NIP. 19680325 199710 2 002
Pengawas Perdagangan Ahli Muda
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

17.

PURWANTO ADI NUGROHO, S.TP.,
MM

NIP. 1968060 519980 3 1009
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda pada Dinas Pangan Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

18.

EKO PRIHHARTANTO, SS., MM
NIP. 19790212 200604 1 007
Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Perhubungan Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

15,

drh. ENI WIDAYATI

NIP. 19760502 201001 2 008

Medik Veteriner pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

20,

RETNO

KUSUMOWATI, SE, MM

NIP. 19700114 199003 2 007

Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas  Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

21.

WENNI RAHMAWATI, S.Si

NIP. 19741024 200604 2 014

Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

22,

SUTARMI, SE.

NIP. 19730721 199803 2 006

Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

23.

ESKA TRI AGUNG SUKOCO, SH

NIP. 19810304 200903 1 002

Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas  Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya
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24. | EKO SUWANTO, S.Sos Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19760807 199603 1 002 sesuai bidang tugasnya
Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

25. | KEMIS YULIANTO, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19870715 201001 1 007 sesuai bidang tugasnya
Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

26. | ENI IRAWATI, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19671226 199403 2 005 sesuai bidang tugasnya
Penata - Perizinan Ahli Muda pada
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

27. | SRI HASTUTI, S.E Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19751001 199803 2 006 sesuai bidang tugasnya
Penata Perizinan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

28. | JOKO SARJONO, SE
NIP. 19751027 201001 1 008 Anggota Bertanggung jawab
Penata Perizinan Ahli Muda pada sesuai bidang tugasnya
Dinas  Penanaman  Modal Dan
Pelayanan  Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

29. | AHZAN MIFTAHUDIN ZUHR]I, Anggota Bertanggung jawab
A.Md.Kom. sesuai bidang tugasnya
NIP. 19960922 202012 1 013
Pengolah Data Pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

30. | TRISNAYANTI DWI LESTARI, A.Md Anggota Bertanggung jawab
NIP. 9910713 202012 2 019 sesuai bidang tugasnya
Pengolah Data Pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

31. | SRI PURWANI, SE Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19680102 198903 2 008
Perencana Muda pada Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

sesuai bidang tugasnya
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32. | NILA PAMULARSIH, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19791101 200501 2 019 sesuai bidang tugasnya
Penata Laporan Keuangan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

33. | NARLYSTA LAYUS PITALOKA, A.Md. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19970802 202012 2 014 sesuai bidang tugasnya
Pranata  Komputer pada  Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

34. | SUPARDI Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19660311 200701 1 027
Pelaksana pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

sesual bidang tugasnya

Q BUPATI SUKOHARJO /‘

4/ETIK SURYANI




